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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

UBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimban : a. bahwa dalam rangka efisiensi. efektlvitas dan produktivitas nilai tambah serla
mutu hasil preduksi kegiatan masyarakat. perlu dllakukan upaya pemberdayaan
masyarakat melalui pelayanan teknelegi tepat guna;

b. bahwa Keputusan Gubernur Nemer 1391 Tahun 1997 tentang Pedoman
Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknelogi Tepat Guna (TTG) d<llam
Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa di Previnsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta. sudah tidak sesuai dengan kendisi saat inl;

· bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dlmaksud dalam huruf a.
dan huruf b, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peral'Jra~
Menterl Dalam Negeri Nemer 20 Tahun 2010 tentang Pemberrlayaan
Masyarakat Melalui Pengelelaan Teknelegi Tepat Guna. perlu menetapKrli1
Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelelarln
Teknelegi Tepat Guna;

· Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

· Undang-Undang Nemer 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasienal P0'19Ii!ian.
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknelogi:

· Undang-Undang Nemer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja<Jn;

· Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pemhentukr.l!1 Pe:atlJran
Perundang-undar'gan;

· Undang-Unda'lg Nemor 3:< T.'0.un 2004 tentang PenlGrir,I<li·I,m Dil"r"I,
sGbagaimana telah h9ber3p~ ka'! <h!b:;'l tarakhir dcngan Undano-UnrJan0
Non~er 12 Tahun 200cl;



ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
enengah;

raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
i1ik NegaralDaerah;

J~raturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
~merintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan

merintahan Daerah Kabupaten/Kota;

ndang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
aerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

I donesia;

raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk
T' knis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

11. P raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang
P mberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

12. P raturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

13. P raturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan
K amanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota
J karta;

14. P raturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
D erah;

15. P raturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
gram Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Oaerah Khusus

b kota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur NomoriTahun 2008;

16. I aturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan
t ategi Penanggulangan Kemiskinan;

17. aturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
ja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga
encana;

18. aturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
ja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PE lURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ME UI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

eraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. rah adalah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya
but dengan Provinsi DKI Jakarta.

2. rnur adalah Kepala Daerah Provinsi OKI Jakarta.



3 ekretaris Oaerah adalah Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta.

4 dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana,
ng selanjutnya disingkat BPMP dan KB adalah Badan Pemberdayaan
asyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi OKI Jakarta.

ro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
rerah Provinsi OKI Jakarta.

taIKabupaten Administrasi adalah KotalKabupaten Administrasi di Provinsi
I Jakarta.

alikota/Bupati Kabupaten Administrasi adalah Walikota/Bupati di Provinsi
I Jakarta.

ntor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota yang selanjutnya
d ingkat dengan Kantor PMP Kota adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat
d n Perempuan Kota Administrasi di Provinsi OKI Jakarta.

9. K ntor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
K bupaten yang selanjutnya disingkat dengan Kantor PMP dan KB
K bupaten adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan
K luarga Berencana Kabupaten Administrasi di Provinsi OKI Jakarta.

10, K camatan adalah Kecamatan di Provinsi OKI Jakarta.

11. C mat adalah Camat di Provinsi OKI Jakarta.

12. K lurahan adalah Kelurahan di Provinsi OKI Jakarta.

13. L rah adalah Lurah di Provinsi OKI Jakarta.

knologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TIG adalah Teknologi yang
uai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan
syarakat, tidak merusak Iingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara

I h masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek
nomi dan aspek Iingkungan.

~gembangan adalah Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
uj loan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti
e ,enarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi i1mu
e getahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi

n

a

lasi adalah Kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan
e ologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan
o teks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan

I pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau
r es produksi.

17.

16.

15.

14. P mberdayaan Masyarakat adalah Upaya pengembangan masyarakat
m lalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu

mbangun diri dan Iingkungannya secara mandiri melalui pemberian
ber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan
getahuan dan keterampilan masyarakat.



18 s Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek
alah Lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan
knis, informasi dan orientasi berbagai jenis TIG.

arung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah Lembaga
k masyarakatan di kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi
d n orientasi berbagai jenis TIG.

20 L mbaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
L mbaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

erupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

21 aha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
b dan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana
d tur dalam peraturan perundang-undangan.

22. U aha Keeil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
d akukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
a ak perusahaan atau bukan eabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
a u menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

nengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha keell
s bagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

23. U aha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
y ng dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
m rupakan anak perusahaan atau eabang perusahaan yang dimiliki,
di uasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan
u ha keeil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
p lnjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­
u dangan.

24. K mitraan adalah Kerja sama dalam keterkaitan usaha balk langsung
m upun tidak langsung atas dasar prinsip saling memeriukan, mempereayai,

mperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro,
eil dan menengah dengan usaha besar.

25. binaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
elitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
ervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaran
berdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal2

Tuj Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TIG untuk :

a. ingkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah
a nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;

b. umbuhkembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam
e gembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi

EK) dalam pembangunan daerah;
e. ciptakan kesempatan kerja baru; dan
d. jalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau

e anfaatan TTG.



Pasal3

Pe rdayaan masyarakal melalui pengelolaan TIG dilaksanakan berdasarkan
pri si sebagai berikul :

a. p rtisipalif;
b. k lerpaduan;
e. mpertimbangkan polensi sumber daya lokal;
d. rwawasan Iingkungan;
e. mberdayakan masyarakal;
f. mberikan manfaal seeara berkelanjulan; dan
g. b rsifal sederhana.

BAB III

ARAH DAN SASARAN

Pasal4

e.
f.

a.
b.
e.
d.

Pe rdayaan masyarakal melalui pengelolaan TIG diarahkan pada pemanfaalan
da a u pengembangan TIG sesuai dengan kebuluhan nyala masyarakal dan
pe alahan daerah, anlara lain:

r \duksi induslri mikro, keeil dan menengah;
in, kungan;

ngelolaan sampah;
, ial kemasyarakalan;

e \nologi informasi; dan
e nologi lainnya.

Pasal5

(4)

(3)

ran produksi induslri mikro, kedl dan menengah sebagaimana dimaksud
a am Pasal 4 huruf a, unluk meningkalkan mulu produk yang dihasilkan

n lJslri mikro, keeil dan menengah agar mampu bersaing di pasar nasional
a I internasional.

(2) a aran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk
gendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah,
ologi penanggulangan peneemaran, teknologi penyediaan air bersih

a sumber energi alternatif yang ramah Iingkungan.

a Iaran pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,
n uk meningkalkan leknologi daur ulang sampah.

a Iaran sosial kemasyarakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
u f d, unluk meneiptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam
e asyarakal.

(1 )

(5) aran teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,
k komunikasi yang efeklif berbasis kompuler seperti inlernel, alaI
unikasi lainnya unluk peningkalan pelayanan masyarakal dan promosi

ro' uksi usaha mikro, keeil dan menengah.

(6) a ran leknologi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f,
il penggalian dan pengembangan leknologi yang sesuai patensi dan
utuhan daerah untuk peningkalan ekonomi masyarakal dan pelayanan

da masyarakal.



BAB IV

KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal6

Ke ia n yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan
TT leliPuti:

a. p metaan kebutuhan;
b. gkajian:
c. j coba;
d. gembangan;
e. asyarakatan; dan
f. anfaatan.

Bagian Kedua

Pemetaan Kebutuhan

Pasal7

(1) etaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
alui:

sosial bUdaya masyarakat;
jenis usaha;
potensi sumber daya daerah; dan
jenis TTG.

(2) a II pemetaan kebutuhan TIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ig nakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

(3) e ncanaan pemanfaatan dan pengembangan TIG sebagaimana dimaksud
a a ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana
r ram Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Ketlga

Pengkajian dan Uji Coba

Pasal8

(1) gkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan
d n: an cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan
t k logi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan
d elah.

(2) P I ksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
b k rja sama dengan pihak lain yang memlliki kompetensi di bidang IPTEK.



Pasal9

Uji 0 a sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C, dilakukan berdasarkan
ha I engkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
da a u daerah.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 10

(1) ngembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan
lalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakal.

(2) vasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba
vasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kelurahan,
amatan, Kota/Kabupaten dan Daerah.

(3) ba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
e urang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

(4) am pelaksanaan lomba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ntuk Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal11

Has ngembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal10, Kepala
BP P dan KB mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat HAKI terhadap
inov s TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
und nan.

Bagian Kelima

Pemasyarakatan

Pasal 12

(1) e asyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e,
e upakan hasil pengembangan teknologi ditujukan kepada masyarakat,
e lui kegiatan antara lain:

pagelaran/pameran;
lokakarya;
~emu informasi;

elatihan;
endampingan;

f. agang;
9 omunikasi informasi dan edukasi; atau
h edia massa.

(2) I ksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
d P t bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi
d b angnya.



Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 13

(1) P manfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, ditujukan
k pada masyarakat melalui :

a. pelatihan;
b. pemberian bantuan;
c. pendampingan; dan
c. penggunaan.

(2/ P latihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
at berbentuk kegiatan :

pelatihan teknis;
pelatihan manajemen;
studi banding; dan
magang.

(3) berian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
uf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat
lalui:

antuan hibah; dan
ana bergulir.

(4) berian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada
t (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) dampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
u uf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat
a am penerapan TTG.

BABV

KERJASAMA

Pasal14

Pe dayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui
kerj s ma dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 15

(1) e a sama sebagaimana dimaksud dalam Pasa114, dilaksanakan berdasarkan
ri sip:

fisiensi;
fektivitas;
inergi;
aling menguntungkan;
esepakatan bersama;

f ikad balk;

engutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;



h persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.

(2) K rja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian
K rja Sama yang memuat paling sedikit :

a. subjek kerja sama;
b. objek kerja sama;

ruang lingkup kerja sama;
hak dan kewajiban para pihak;
jangka waktu kerja sama;
pengakhiran kerja sama;
keadaan memaksa; dan
penyelesaian perselisihan.

(3) a m Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
uat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BABVI

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal16

(1) a m rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk
o yantek di Kecamatan dan Wartek di Kelurahan.

Pasal17

erkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantek dan
elalui kegiatan sebagai berikut :

fasilitasi administrasi Posyantek dan Wartek;
fasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Wartek;
fasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan

Ifasilitasi kegiatan Posyantek dan Wartek sesuai dengan wewenangnya
n etentuan peraturan perundang-undangan.

(2) 0 yantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
I aga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan

ri ntasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

(3) e bentukan Wartek di Kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai
an kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat
lurahan bersangkutan.

a.
b.
c.
d.



(1

a

b
e

d
e

f.
9

(2)

a.
b.

e.
d.

Bagian Kedua

Tugas Posyanlek dan Wartek

Pasal 18

syanlek mempunyai lugas :

memberikan pelayanan leknis, informasi dan promosi jenis alau
spesifikasi TTG;

membanlu pemelaan kebuluhan dan pengkajlan TTG;
menjembalani masyarakal sebagai pengguna TTG dengan sumber
TTG;

memolivasi penerapan TTG di masyarakal;
memberikan layanan konsuitasi dan pendampingan kepada masyarakal
dalam penerapan TTG;
memfasililasi penerapan TTG; dan
menjalin kerja sama dalam pemanfaalan TTG.

rtek mempunyai lugas :

memberikan pelayanan leknis dalam pemanfaalan TTG;
memberikan informasi pemanfaalan dan penggunaan TTG kepada
masyarakal dan usaha keeil;
mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakal; dan
memfasllilasi penggunaan TTG di masyarakat.

Bagian Keliga

Kepengurusan

Pasal 19

(1) Ingurus Posyanlek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus
e baga kemasyarakalan.

(2) gurus Posyanlek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
e irl dari :

Kelua, berasal dari unsur masyarakal;

Sekrelaris, berasal dari unsur aparal Keeamalan (Seksi Kesejahleraan
Masyarakal Keeamalan);
Komile Kemilraan, berasal dari unsur masyarakal;
Komlle Sosialisasi, berasal dari unsur masyarakal;
Komile Pengembangan, berasal dari unsur masyarakal; dan
Komile Wartek, berasal dari unsur masyarakat.

Pasal20

(1) e a Posyanlek mempunyai lugas :

bertindak sebagai manajer pelaksana keg/alan harian Posyanlek;
menjalankan rencana kegialan dan rencana anggaran yang lelah disusun
oleh pengurus;

menjalankan kebijakan dan kelenluan peraluran perundang-undangan;
mengalur dan mengoordinir kegialan yang dilakukan oleh seliap
Komile;



e mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek
kepada Pembina (Iaporan kegiatan);

f. memberikan masukan kepada Komite dalam penyusunan rencana
kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan

g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan
perkembangan Posyantek.

(2) S kretaris Posyantek mempunyai tugas :

a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.

(3) K mite Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut :

melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG
(Iembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain)
dan pemanfaaUpengguna TTG;
mengidenlifikasi potensi dan peluang promosi TIG bagi usaha
masyarakat;
melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Komite Kemitraan
kepada Ketua Posyantek; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan
perkembangan Posyantek.

mite Sosialisasi mempunyai tugas :

melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
mensosialisasikan TIG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan
dan penggunaan TTG;
memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG
kepada pemanfaaUpengguna TIG;
melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Komite Sosialisasi
kepada Ketua Posyantek; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan
perkembangan Posyantek.

(5) ite Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :

(4)

melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Komtte Pengembangan
kepada Ketua Posyantek; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan
perkembangan Posyantek.

(6) ite Wartek mempunyai tugas sebagai berikut :

memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TIG kepada
masyarakat dan usaha keell;
mempromosikan jenis-jenis TIG kepada masyarakat;
memfasilitasi penggunaan TIG di masyarakal;
melaporkan pelaksanaan kegialan Wartek kepada Kelua Posyanlek;
dan
melaksanakan lugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebuluhan dan
perkembangan Posyanlek.



Bagian Keempat

Syarat Menjadi Pengurus Posyantek

Pasal21

(1 rsyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :

a
b

c
d
e
f.
9
h

i.
j.
k

(2 P

a
b
c.
d
e.
f.
g.
h.

i.

k.

mewakili unsur masyarakat;

memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami
TIG;
berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek;
peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
aktif, kreatif dan inovatif;
memiliki kemampuan manajerial;
memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat
setempat;

berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

rsyaratan untuk menjadi pengurus Wartek sebagai berikut :

mewakili unsur masyarakat;
memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
berdomisili di Kelurahan lokasi Wartek;
peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
aktif, kreatif dan inovatif;
memiliki kemampuan manajerial;
memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat
setempat;

berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
memiliki sifat jUjur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Bagian Kelima

Pemilihan Pengurus Posyantek

Pasal22

pengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat
I uali Sekretaris Posyantek.

ilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
entuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan oleh
likota/Bupati, terdiri dari :

Camat selaku Ketua Panitia;
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari
unsur LSM, Profes; dan Perguruan Tinggi.

(3) u as Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliputi :

menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek;
mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;



Pasal23

(4) T gas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya
s 'telah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

i warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang
mpaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban
olak berkasnya untuk dilengkapi.

bila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi
gurus Posyantek, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan
ecamatan bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek untuk
mpaikan kepada Walikota/Bupati.

rga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek
nyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling

a a 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan
ngurus Posyantek.

\ bila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus
yantek sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka

e bali pendaftaran tahap kedua.

c menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
d melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek; dan
e membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.

(4)

(3)

(2)

(1) P nitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek mengumumkan secara tertulis
p rsyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus
P syantek kepada warga masyarakal.

\

\

Pasal24

(1) r ses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara
e okratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus
o yantek sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

(2) r les pemilihan Calon Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada
y 'l (1), sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua Koperasi dan pelaku
s I,.a kecil yang ada di Kecamatan bersangkutan.

(3) p bila Ketua Koperasi dan pelaku usaha kecil yang hadir berjumlahrp, maka Sekretaris Panitia memiliki hak suara.

(4) p bila Ketua Koperasi berhalangan hadir dapat diberikan mandat secara
t rt lis kepada Sekretaris atau pengurus lain yang ada di Koperasi

r 'angkutan.

(5) r ta Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh
t a, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada

a kota/Bupati.

Pasal25

(1) al ~ota/Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil
p ilihan yang dilakukan di Kecamalan.

(2) P n tapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
di a kan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji

rut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabal
N 9 ri di hadapan Walikota/Bupati.



Pasal26

(1) P ngurus Posyantek melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan
s mpah/janji dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun dan berakhir
b rsamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus Posyantek periode
b rikutnya.

(2) P ngurus Posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode
b rikutnya.

Bagian Keenam

Jenis Kegiatan Posyantek

Pasal27

Ke n yang dapat dilakukan Posyantek dan Wartek meliputi :

Pasal28

layanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b,
I ujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan
G melalui:

(2)

pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke
Posyantek atau Wartek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat
melalui media cetak dan eletronik; dan
menyediakan informasi jenis TIG meliputi harga dan hasil produk TTG
yang diproduksi oleh masyarakat.

(3) agaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, bertujuan
n uk mensosialisasikan suatu jenis TIG tertentu kepada masyarakat,
n ara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TIG.

(4) gembangan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e,
e ujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam
e gembangan TIG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga
e elitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

Bagian Ketujuh

Sarana dan Prasarana Posyantek

(1) n entarisasi TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
ujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.

a. in entarisasi TIG;
b. ayanan informasi TTG;
c. dampingan TIG;
d. agaan TIG; dan
e. gembangan TTG.

Pasal29

Sar

a.
b.

IIdan prasarana yang harus dimiliki Posyantek berupa :

e retariat; dan
9 pelayanan.

Pasal30

(1) e retariat Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a,
u ah diakses masyarakat dan/atau pengguna TIG.

(2) a m hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat
t r endiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.



Pasal31

ang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, untuk
kretariat Posyantek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat
syarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.

angan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
k rangnya memiliki :

a ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai
jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;

b ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
c. ruang bengkel TTG; dan

d ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus
Posyantek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip
administrasi.

(3) U tuk kelancaran Pengurus Posyantek melaksanakan kegiatan Sekretariat
P syantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :

a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile

dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku,
leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronis (VCD, CD-ROM dan
pangkalan data); dan

c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Bagian Kedelapan

Hubungan Kerja

Pasal32

(1) bungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat :

kemitraan;
konsultatif; dan
koordinatif.

(2) aksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
mperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

(3) ungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan
nya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.

(
4

) ungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat
e itraan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal33

(1) 0 asi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan
a Gubernur atas usul Kepala BPMP dan KB.



(2 nghargaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), berbenluk :

a sertifikal;
b uang dan/alau barang sesuai kemampuan keuangan daerah;
c beasiswa bagi pelajar; dan
d penghargaan lain sesuai kemampuan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Bagian Kesalu

Umum

Pasal34

mbinaan pemberdayaan masyarakal melalui pengelolaan TTG dilakukan
s cara lerpadu, konsislen dan berkelanjulan.

mbinaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), mel/puli :

a koordinasi;
b pemberian pedoman dan slandar;
c penyuluhan dan pemberian bimbingan leknis;
d supervisi dan konsullasi; dan
e pemanlauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal35

(1 K ordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal (2) huruf a,
b rtujuan untuk menciptakan sinergi, sinkronisasi dan komunikasi anlar
S PD/UKPD, anlar inslansi secara efisien, efeklif dan rasional.

(2) K ordinasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1), d/laksanakan pada
Ii gkup Provinsi, Kola/Kabupalen Adminislrasi, Kecamalan dan Kelurahan.

Pasal36

(1) K ordinasi dalam perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Kepala Biro
K sejahleraan Sosial.

(2) K ordinasi pelaksanaan leknis pemberdayaan masyarakal meialui pemanfaatan
d n penggunaan TTG pada lingkup Provinsi dilaksanakan oleh Kepala
B MP dan KB dan lingkup Kola/Kabupalen dilaksanakan oleh Kepala
K nlor PMP Kola dan Kepala Kanlor PMP dan KB Kabupalen.

(3) K ordinasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2), melibalkan
K pala SKPD/UKPD lerkail dan dilaksanakan sesuai lugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Pemberian Pedoman dan Slandar

Pasal37

(1) mberian pedoman dan slandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
t (2) huruf b, bertujuan unluk memberikan arah dan sasaran
berdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan oleh

pala BPMP dan KB berkoordinasi dengan Kepala Biro Kesejahleraan
sial.



(2 mberian pedoman dan slandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tara lain:

pedoman pelaksanaan lomba pengembangan TTG;
pedoman teknis Posyantek;

e krileria penilaian TTG; dan
modul pelatihan.

mberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
elibatkan Kepala SKPD/UKPD lerkait, instansi vertikal dan lembaga
masyarakatan.

Bagian Keempat

Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal38

(1 nyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
a at (2) huruf e, dilujukan kepada :

a aparatur Pemerintah Daerah;
b pengurus Posyantek;
b pengurus Koperasi; dan
e pelaku usaha/industri keeil dan menengah.

(2 nyuluhan dan/alau bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah
n Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
ruf b, dilaksanakan oleh Kepala BPMP dan KB.

(3 nyuluhan dan/alau bimbingan teknis kepada pengurus koperasi, pelaku
aha/industri keeil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ruf e dan huruf d, dilaksanakan oleh Kepala Kantor PMP Kota dan Kepala
ntor PMP dan KB Kabupaten.

(4 P nyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
d n ayat (3), dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan
ti ggi atau lembaga lainnya.

(5 P nyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada
a at (1), dilakukan seeara berkaJa dan sesuai ketentuan peraturan
p rundang-undangan.

Bagian Kelima

Supervisi dan Konsultasi

Pasal39

(1) S pervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal (2)
h ruf d, meliputi :

a. kebijakan;
b. pengelolaan TTG; dan
e. kinerja Posyantek.

(2) S pervisi dan konsullasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
h ruf a, dilaksanakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

(3) S pervisi dan konsultasi pengelolaan TIG dan kine~a Posyantek sebagaimana
i aksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e, dilaksanakan oleh Kepala

B MP dan KB dengan mengikutsertakan Kepala Kantor PMP Kota dan
K nlor PMP dan KB Kabupaten.



(4 upervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
pat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swasta dan lembaga lain
ng terkait.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal40

kebijakan;
penyuluhan dan bimbingan teknis;
pengelolaan TIG oleh Posyantek; dan
pengelolaan TTG oleh masyarakat.

mantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ruf a, dilaksanakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

f

mantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis
n pengelolaan TTG oleh Posyantek sebagaimana dimaksud pada
at (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Kepala BPMP dan KB.

mantauan dan evaluasi pemanfaatan TIG oleh masyarakat sebagaimana
maksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Kepala Kantor PMP
ta dan Kantor PMP dan KB Kabupaten.

mantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
n ayat (4), dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain.

(3

(2

(4

(1 emantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
ruf e, meliputi:

BAB IX

PELAPORAN

Pasal41

(1 asil pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG
jib dilaporkan kepada Gubernur melalul Sekretaris Daerah.

ekanisme pelaporan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG
s bagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a laporan hasil pembinaan yang dilakukan Kepala Biro Kesejahteraan
Sosial dan Kepala BPMP dan KB disampaikan kepada Asisten
Kesejahteraan Masyarakat;

b laporan hasil pembinaan yang dilakukan BPMP dan KB disampaikan
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

C laporan hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor PMP dan PMP
dan KB disampaikan kepada Kepala BPMP dan KB dan Walikotal
Bupati.

Pasal42

(1) L poran kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG
s bagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretaris Daerah atas nama

bernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) L poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kepala Biro
K sejahteraan Sosial berkoordinasi dengan Kepala BPMP dan KB, Kepala
K ntor PMP dan KB dan SKPD/UKPD terkait.



BABX

PENDANAAN

Pasal43

Pl d naan pemberdayaan masyarakal melalui pengelolaan TTG berasal dari
A~ gran Pendapalan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lainnya
ya 9 ah dan lidak mengikat.

Pasal44

(1 mbiayaan kegialan Posyantek selain berasal dari APBD, berasal dari
u aha produklif yang dilakukan Posyantek, anlara lain:

a membuka bengkel/perbaikan TTG;
b menyelenggarakan kursus/pelalihan TTG;
c menyediakan TIG yang dibuluhkan oleh masyarakat;
d jasa pelayanan konsullasi;

e hasil komisi alas penjualan barang dan kegialan lain yang dialur dalam
kelenluan sendiri;

f. royalli alas HAKI yang dimiliki Posyanlek; dan
9 kegialan usaha lain yang lidak melanggar hukum.

(2 rna yang diperoleh dari usaha produklif sebagaimana dimaksud pada
a al (1), harus dikelola secara lransparan dan dapal dipertanggung­
j abkan.

(3 S tiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakali melalui musyawarah
ngurus Posyantek.

(4 S liap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicalal dalam buku kas
h rian oleh Sekrelaris Posyanlek.

(5 na Posyanlek disimpan di bank yang lerdekal dengan Sekrelarial
P syantek.

Pasal45

(1) D lam rangka kelancaran lugas Posyanlek, Pengurus Posyanlek diberikan
d na operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.

(2) D na operasional Pengurus Posyanlek sebagaimana dimaksud pada
a al (1), dibebankan melalui DPA BPMP dan KB.

BABXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal46

ngan diberlakukannya Peraluran Gubernur ini, kepengurusan Posyanlek
gada masih lelap berlaku sampai habis masa baktinya.

(2) P ngurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yang lelah
h bis masa baktinya pada saal diberlakukannya Peraluran Gubernur ini,
i kukan pemilihan Pengurus Posyanlek yang baru berdasarkan Peraturan

bernur.



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal47

saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Guberl1ur Nomor
1~ 1 ahun 1997 tentang Pedoman Pemasyarakatan dan Pemanfaatanl Teknologi
T~ a Guna (TTG) Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa di DKI
J a a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal48

P a ran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A r setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
G nur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
K ISS Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 6 Oktober 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

Diundangkan di J k rta
pada tanggal 1 k tab er 20 11
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